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ABSTRAK 

Pemberantasan korupsi di Indonesia merupakan program penting untuk 

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Salah satu upaya 

strategis adalah perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi, yang diatur dalam 

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Perampasan aset berfungsi sebagai sanksi tambahan terhadap harta 

yang diperoleh dari korupsi, baik yang berada di dalam maupun luar negeri. 

Mekanisme perampasan aset berdasarkan Pasal 38 B ayat (2) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi memberikan dasar hukum untuk menyita aset yang diperoleh dari tindak 

pidana korupsi, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala dan 

memerlukan penguatan regulasi. Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset 

menawarkan pendekatan hukum yang lebih progresif dengan mekanisme in rem, 

yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana tetap. 

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset memiliki urgensi yang tinggi sebagai 

instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui 

penguatan kekuatan hukum tindakan perampasan aset. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan studi kepustakaan untuk menganalisis peraturan yang 

berlaku mengenai pelaksanaan perampasan aset dalam penegakan hukum di 

Indonesia. Berkenaan dengan mekanisme perampasan aset meskipun telah diatur 

secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, pelaksanaan di lapangan masih 

terkendala oleh mekanisme hukum yang belum optimal, serta urgensi dan kekuatan 

hukum tindak perampasan aset. 

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian diperlukan penguatan 

peraturan dan mekanisme perampasan aset, termasuk kemungkinan mengadopsi 

sistem perampasan berbasis gugatan perdata (in rem forfeiture) yang telah 

diterapkan secara efektif di beberapa negara lain. Dengan demikian, menyegerakan 

pengesahan RUU Perampasan Aset sangat penting untuk memperkuat mekanisme 

perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi demi mendukung optimalisasi 

penegakan hukum yang lebih efektif dan berkeadilan. 

Kata Kunci: Korupsi, Perampasan Aset, Mekanisme Perampasan Aset 
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